Menimbang :

Mengingat

EMPAT LAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 @y&efaturan Pemerintah Nomor
73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negafddrior 159 Tahun 2005),
perlu menetapkan Peratuan Daerah Kabupaten Empainigetentang Kelurahan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rkpurglonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Nomor 58nT2804, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantaDaerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambabkarbaran Negara RI
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan gadadang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-UndanmpiN82 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RInT2B08 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembeamtkikaupaten Empat
Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran NeB&imTahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4677);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentanglurdan
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambébkarbaran Negara Rl
Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daé&havinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negepablik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rkplizdonesia
Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2@0ang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menetapkan :

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG
KELURAHAN.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

12.

Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupat@atdmwang;
Bupati adalah Bupati Empat Lawang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyagngkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat hgwa

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Patrigaerah Kabupaten
Empat Lawang;

Camat adalah pimpinan atau koordinator penyeleaggamerintahan di wilayah
kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnyapengleh pelimpahan
kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagiasanretonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai pdangdaerah Kabupaten dalam
wilayah kerja kecamatan;

Lurah adalah kepala kelurahan yang menyelenggarakangsi-fungsi
pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Empat hgwa

Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan damélat Kelurahan;

Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurala péabupaten Empat
Lawang;

Potensi Kelurahan adalah pemberdayaan, pengembangsmbinaan,
pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomiipatraserta penataan
lingkungan yang teratur;

Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan bebkefjrahan, atau bagian
kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran darikeburahan menjadi dua
kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahdoadiKelurahan yang telah
ada;



13. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakeatan yang ada;

14. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawamdyanakat yang dihadiri
oleh wakil-wakil; Rukun Tetangga, Rukun Warga, Perdayaan Kesejahteraan
Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Masyarakat Keturathan Lembaga adat
lainnya;

15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibatasilprakarsa masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra peaterkelurahan dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunsia)] kemasyarakatan dan
pemberdayaan mayarakat;

16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupateat Lawang;

BAB I1
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2
Tujuan dibentuknya kelurahan adalah untuk meratigin pelayanan publik guna

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

(1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat demgamperhatikan syarat-syarat
pembentukan kelurahan sesuai kondisi budaya masasatempat;

(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana maksud padd)aiajadi karena pembentukan
kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada athagai akibat pemecahan,
penggabungan dan atau perubahan desa menjadn&glura

Pasal 4

(1) Pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-sgaréd memperhatikan
faktor-faktor sebagai berikut :

a. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau &0Q
b. luas wilayah paling sedikit 5 Km2;

c. wilayah kerja berada dalam wilayah yang dapat dkam guna
meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

d. sarana dan prasarana Vyaitu tersedianya saranarapeasgemerintahan,
perhubungan, komunikasi, sosial dan pemasararpsediaksi;

e. mempunyai potensi kelurahan yaitu tersedianya temgaiuk mata
pencaharian masyarakat perkotaan.
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(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam $¢asalt (1) di atas untuk
membentuk kelurahan harus memperhatikan juga mangeama kelurahan,
batas kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagimyah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tldgk memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PamaReerah ini dapat dihapus,
dimekarkan dan atau digabung dengan kelurahan yaergampingan setelah
dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Keduwrghng bersangkutan.

BAB 111

PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 6

(1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungaahlagludiusulkan oleh
Lurah setelah dimusyawarahkan dan mendapat paraatajari tokoh-tokoh dan
masyarakat setempat;

(2) Usulan Lurah mengenai pembentukan, penghapusanatian penggabungan
kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupatintakan persetujuan
DPRD;

(3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungaahkeluditetapkan dengan
Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujiRiD.DP

Pasal 7

(1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau whgabterlebih dahulu
dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Bupatelsét menerima usulan dari
Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya,;

(2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksada ayat (1) telah
memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untukpdihaan atau digabung
selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Lurah detelandapat persetujuan
dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan;

(3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayapa@al ini diusulkan
kepada Bupati dengan dilampiri :

a. daftar nama Kelurahan induk;

b. peta Wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah ledtan hasil
penghapusan dan atau penggabungan;

c. data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahail pbasghapusan dan
atau penggabungan;

d. keputusan lurah.



Pasal 8

(1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumpktduduk maksimal dan
dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerimtdha pelayanan terhadap
masyarakat, kelurahan dapat dimekarkan;

(2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memesyarat-syarat bagi
terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimakdachdPasal 4 ayat (1) dan

(2);

(3) Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (Hekjahan atau lebih dapat
dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (linlahun penyelenggaraan
pemerintahan di Kelurahan;

(4) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarsebagai hasil
musyawarah masyarakat kelurahan kemudian diusutdeh Lurah melalui
Camat kepada Bupati;

(5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Bumaintakan persetujuan
DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnydakti lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapguslila@au digabung setelah
dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kalurah

(2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukegamderaturan Daerah
atas usul Lurah melalui Camat yang bersangkutan.

Pasal 10

Pembiayaan pembentukan, penghapusan pemekarapetiggabungan kelurahan
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belabj#pten.

BAB |V
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 11

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten tErbpavang yang
berkedudukan di wilayah Kecamatan;

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipiofgh Lurah yang berada di
bawah dan bertanggungjawabap kepada Bupati mEknat;

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diandggdatBupati atas usul Camat
dari Pegawai Negeri Sipil;

(4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud padd2yaeliputi :

a. Pangkat/golongan minimal Penata (lll/c)

b. Masa kerja minimal 10 tahun

c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintaleanmemahami sosial
budaya masyarakat setempat
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Pasal 12

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayah€®)punyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangandtecthasyarakatan;

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i3hLlmelaksanakan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada(Zydisesuaikan dengan
kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan pringgier$i dan peningkatan
akuntabilitas;

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimailsilal ayat (2) disertai
dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimpksiadayat (2) ditetapkan

dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dichadtalam Pasal 12, Lurah
mempunyai tugas :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan gioham

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BABV
SUSUNAN ORGANISAS
Pasal 14
(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurgha
(2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud paddlayatdiri dari Sekretaris
Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empaktpi Sserta jabatan

fungsional,

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahaagaenana dimaksud
pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah;

(4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud padéaydiisi dari Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atd<G#suat;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisdan tata kerja kelurahan
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih laejatydn Peraturan Daerah.



BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurabkukan koordinasi dengan Camat
dan instansi vertikal yang berada diwilayah kergany

Pasal 16

(1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggwap memimpin dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok danifiagsasing-masing;

(2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib tvam dan mengawasi
bawahannya masing-masing.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 17

(1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :

a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana pkaanglaerah
lainnya;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerittabupaten dan
bantuan pihak ketiga;

c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APEDUpaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan fakktor sekurang-
kurangnya :

a. jumlah Penduduk;

b. kepadatan Penduduk;

c. luas wilayah;

d. kondisi geografis;

e. jenis dan volume pelayanan;

f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

(3) Alokasi anggaran kelurahan sebagai satuan kemjangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkamdARBD Kabupaten

BAB VIlII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 18
Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan
(1) DiKelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaiman&suimpada ayat (1)
dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyévaan mufakat;



(3) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat kelunasebagaimana dimaksud
ayat (2) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkexmgadn Keputusan Lurah;

(4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayatili@orkan kepada
Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksugpadbil8 terdiri dari:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutrsiagkiat LPM atau
sebutan lain;

2. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Rukun warga selanjutnya disingkat RW,

4. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT,;

5

Lembaga Kepemudaan.

Pasal 20

Untuk pembentukan lembaga kemasyarakatan RukugaMtan Rukun Tetangga di
dalam kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kungenghO (Lima Puluh) Kepala
Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (Enam Pululgl&&geluarga;

b. setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangrgtiga) Rukun Tetangga
dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga.

c. setiap Kelurahan dibentuk sekurang-kurangnya 2) (@u&un Warga.

d. pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi, dan Kkeamjiserta tata cara
pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga dit@tapkelalui Peraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Maksud dan tujuan

Pasal 21

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana tersebutPaasda 18 mempunyai maksud
antara lain :

1. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan mdstanaelalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;

2. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peatekielurahan;

3. untuk terwujudnya keterpaduan antara aspirasi malkgha dengan program
pemerintah kelurahan.

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana tersebutRzedd 18 mempunyai tujuan
antara lain :

1. untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyanakhteelurahan;

8



2. untuk meningkatkan pelayanan pemerintaharenganaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Pasal 23

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahaagsétmana dimaksud pada
Pasal 18 Peraturan Daerah ini, merupakan mitraa kggpg membantu Kelurahan
dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 24

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud éaaah 18 mempunyai tugas
membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemenmtgif@nmbangunan, sosial
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuamd&asal 24 lembaga
kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesaasm@mrakat dalam
rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indmnes

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayananiptnan kepada masyarakat;

d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola peumzengerta pemanfaat,
pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangectara partisipatif;

e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dasipesij serta swadaya
gotong royong masyarakat;

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potambieswdaya keserasian
lingkungan hidup;

g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalayalpbgunaan obat terlarang
(Narkoba) bagi remaja;

h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
I. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masygraka

J.  pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasara pemerintah kelurahan
dan masyarakat.

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dBEsal 18 mempunyai
kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mekdsadadang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merhpekan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai piaag terkait;

c. mentaati etika dan norma dalam kehidupan bermasytara



d.

membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemeimtgpembangunan dan
kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Kegiatan

Pasal 27

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

peningkatan pelayanan masyarakat;
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembamguna
pengembangan kemitraan;

pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politikgnekni, sosial, budaya, dan
lingkungan hidup;

peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dadi& masyarakat setempat.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalasah 27 dikelola oleh lembaga
kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan

kelurahan yang partisipatif.

@)

@)

3)

(4)

Bagian Kelima
Kepengurusan dan K eanggotaan
Pasal 29

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secarsaamash dari dan oleh anggota
masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan pleduitian;

Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (ketuapgrempimpinan (sekretaris dan
bendahara) dan unsur pelaksana teknis(bidangésdkgian lain) dan jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan;

Masa Bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan a8afaga) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah daatdiipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa bhakti berikutnya;

Hak dan Kewajiban pengurus lembaga kemasyarakdtdala:
a. melaksanakan tugas pokok lembaga kemayarakatamgamaasing;
b. melaksanakan keputuasn musyawarah anggota;

c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan orgsinisa

d. pengurus berhak menyampaikan saran-saran dan pangan kepada lurah
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan memban&inéatan pelaksanaan
tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemastamakadan
pemberdayaan masyarakat.

e. pengurus berhak memilih dan dipilih sebagai pergurembaga
kemasyarakatan.
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Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga lsymakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah pendudeinpat Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.

® oo o

«Q -

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undasey 0945;
setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwilbawa

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan KeputusangBeilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang pasti;

sehat jasmani dan rohani;
dapat membaca dan menulis aksara latin;

telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnyan@m) bulan dengan tidak
terputus-putus;
berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan setingggitiya 56 tahun.

Pasal 31

(1) Anggota Lembaga kemasyarakatan mempunyai hak-hak :

(2)

(1)

(@)

3)

(4)

a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawaralgekeraayarakatan,;
b. memilih dan dipilih sebagai pengurus lembaga kearasatan.

Anggota lembaga kemayarakatan mempunyai kewajiban :

a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yaegjadi tugas pokok
lembaga kemayarakatan masing-masing;

b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusanyamasah lembaga
kemayarakatan masing-masing;

c. keangggotaan lembaga kemasyarakatan adalah wargaraN&epublik
Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan;

d. keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayasésudikan dengan bidang
lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keenam
Hubungan dan TataKerja

Pasal 32

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan ddngah bersifat konsultatif
dan koordinatif;

Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugasnimpn dan
mengendalikan kegiatan lembaga;

Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk mengatur delaksanakan
administrasi kegiatan dan keuangan lembaga;

Unsur pelaksana bertugas untuk melaksanakan kedetdbaga.
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Pasal 33

(1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan bersifatkaaiif dan konsultatif.

(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengarkgtiggkoersifat kemitraan.

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 34

Sumber pendanaan lembaga kemayarakatan dapedldipdari :

. Swadaya masyarakat;

a

b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;

c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi darefgah Kabupaten;
d

bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 35

(1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas Badamhdga Teknis Daerah dan
Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaasyarakat di kelurahan
dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan;

(2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan maayarsébagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem ejganen pembangunan
kelurahan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaaweritahan kelurahan dan lembaga
kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupgate@amat.

Pasal 37

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kipugabagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 meliputi :

a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;

b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah demapelaporan;
c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
d

mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan peguzgan asset daerah
yang dikelola oleh kelurahan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggapEnerintahan
kelurahan;

f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hwddat nilai adat istiadat,
lembaga adat berserta hak-hak tradisionalnya dalleksanaan pemerintahan
kelurahan;
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g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagih,.yrarangkat kelurahan dan
lembaga kemasyarakatan;

h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi luaatpdrangkat kelurahan;

I. memberikan penghargaan atas prestasi yang dildka@a@lam penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan;

] melakukan upaya-upaya percepatan atau akselarasapgunan kelurahan.

Pasal 38

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagatimaaksud dalam Pasal 36
meliputi :

a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kélana

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dadgyagunaan asset daerah
yang dikelola oleh kelurahan;

memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturangserg-undangan;
memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perakgkatahan;

memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentramaketiartiban umum;

- o a o0

memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;

memfasilitasi pembangunan partisipatif;

> @

memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihalg&gti

memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarekethkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelargang telah ada dengan nama
dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilkgdiupaten Empat Lawang
diakui keberadaannya.

Pasal 40

Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ada sagegera menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enaminbsejak ditetapkannya
Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Da@nalkan diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldhngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanysetamgan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahpdsguEmpat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 November 2009
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

H. M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 10
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PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

KELURAHAN

UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembeant®aerah mengamanatkan
pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkark umimpercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembaatiagan peran serta mayarakat. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala ddéxaftu oleh perangkat daerah. Perangkat
daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daeekietariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis
daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain daripadanituk meningkatkan pelayanan masyarakat
dan melakanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di peako perlu dibentuk kelurahan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan sebagai perangkat daerah terendah memnipgkng tombak dalam membantu
Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pemermtgfeambangunan dan kemasyarakatan
dalam wilayah perkotaan, dengan demikian diperlyg@mguatan organisasi kelurahan itu sendiri
sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal tlemujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undéoignor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang Keluraltur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Guna membantudkeln melaksanakan tugasnya sebagai
perangkat daerah, maka sebagai penjabaran peragpeamdang-undangan yang telah
dikeluarkan mengenai kelurahan disusun PeraturarabaKabupaten Empat Lawang tentang
Kelurahan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
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Cukup jelas
Huruf d

Yang dimakud dengan sarana dan prasarana pemeanngalah sarana pemerintahan yang
secara nyata harus dimiliki oleh Pemerintah Kelamahdalam mendukung jalannya
pemerintahan dan pembangunan

Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh-tokoh masyarakat” ddatkoh adat, tokoh agama, tokoh
wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyaiaskatyh.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antira gelaksanaan urusan administrasi
pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakgtdffgmpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan’urusan pembangunan” antamap@mberdayaan masyarakat dalam
penyedian sarana prasarana fasilitas umum seglkenti, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan’urusan kemasyarakatan” alsiarpemberdayaan masyarakat melalui
pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat sésngan kewenangan yang dilimpahkan
kepada lurah.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
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Yang dimakud dengan kebutuhan kelurahan adalah igosdsial ekonomi dan budaya
masyarakat yang memerlukan peningkatan dan pesrepatlayanan masyarakat dengan
terlebih dahulu untuk mengetahuinya Pemerintah Katan melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urpsarerintahan yang dilimpahkan dalam
penanganannya dipastikan lebih berdaya guna ddmadieguna dilaksanakan oleh kelurahan
dibandingkan apabila dilaksanakan oleh perangkatatialainnya. Sedangkan peningkatan
akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan ygiimgpahkan kepada kelurahan lebih
langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada na&syalibandingkan dengan urusan yang
ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah di#tasa atas pertimbangan bahwa
kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan okdyamakat, maksud dan tujuannya jelas,
bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan kgabyang sudah ada.

Ayat (2)

Musyawarah masyarakat dihadiri oleh Wakil-wakil yaskat yang terdiri dari Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yantptjoga proporsional dari jumlah
Kepala Keluarga yang ada.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22
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Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelakanaanripgghan, pembangunan, sosial
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adatabhamtu dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintahan  kelurahan, pemberdayaan masyarakat @a&hayanan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumglip@raan prasarana dan fasilitas
umum.

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Penumbukembangkan, penggerakan prakarsa dan pastjsserta swadaya gotong royong
mayarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan mdsgtara

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan’pengembangan kemitraanlaladaengembangkan kerjasama yang
saling menguntungkan, saling percaya dan salingyisien

Huruf d
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Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembanguglaralkan yang partisipatif pada
ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, peks, pemanfaatan dan pemeliharaan
serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangditetukan secara partisipatif.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yamgoroeg atau menumbuhkan minat
dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan dengarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadarakepakinan pada dirinya bahwa dia
mempunyai kemampuan bisa berupa pikiran, tenagaiwvatau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap aitakgp seseorang terhadap hal-hal yang
bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan laterkaitan, keinginan dan aksi untuk
melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada riketn ini adalah bahwa lembaga
kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkesippnusyawarah dan konsultasi yang
intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif padaedeian ini adalah bahwa lembaga
kemasyarakatan dengan lurah selalu mengembangkemppmnusyawarah dan koordinasi yang
insntif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
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Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti swagterbankan, lembaga swadaya
masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf |

Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan ataleedsi pembangunan kelurahan seperti
penanggulangan kemiskinan, penanganan bencananggatan ekonomi masyarakat,
peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sulayealam dan teknologi tepat guna dan
pengembangan sosial budaya pada skala kabupaten

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
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